BABI

PENDAHULUAN

Banyak sekali pemberitaan mengenai kesuliian publik untuk ruelaporkan suatu
tindak pidsaa korupsi disebabkan ketidsk-tahuon publik tentang pengertian bukti
peomulaan yang cukup. Publik sering melaporkan suatu tindsk pidana korupsi hanya
melampirkan berita koran, kecenderungan dan anatisis, nihtl bukti. Seberarnya
kesuliten gemahaman teotang bukti perovulaan yang cukup tidak hanya dialami oleh
@aSyarakat yang awam dalam bidang hukum, meslainkan juga pernah dialami oleh
kalangan aparat penegak hukum sendiri.

Betum hilang dan ingatan kisa bsgaimana beberapa bulan yang lalu seorang
pimpinan Komisi Pemberantasan Korups: (KPK) dalam menangani kasus yang'
menyangkut seorang pejabat negara (kaci mantan), yang didesak publik untuk diusut
tuntas kasusnya, menjelaskan kepada publik, bahwa kasus tersebut behun bisa
dilakukan penyidikan karena baru ditemukan hanya satu alat bukti, yaitu kesaksian,
KPK memerlukan satu alat bukti lainnya uaftuk memproses iebih lanjut kasus tersebut
untuk mencukupi persyaratan mirimal dua alat bukti sehingga memenuhi kritera
sebagai bukti permuiaan yang cukup yang ditentukan oleh undang-undang. Padahal
tentang falta hukum yang dipecdebatkan tersebut, telah divmgkapkan oleh tima orang
saksi dibawah sumpeh disidang pengadilan.

Memang penjelasan pimpinan KPK tersebut dapat dipshami, akan tetapi belum

tentu benar. Disebutkan dapat dipahami olch karena dalam Pasal 44 ayat (2) Undang -
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undang Nomor 30 2zhun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
diatur bahwa “ Bukt permulasn yang cukup dianggap telah ada apabila telah
diiemukan sekurang-kurangnya dua alat bukt ....dan seterusnya”. Taapa terpenvhinya
minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan
ketahap penyidiksm karena beiwun adanya bukti permulaan yang cukup.

Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana ada lima,
yaitu keterangan seksi, keterangen ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan
terdakwa. Pimpinan KPK tersebut menafsirkan bahwa ketecangan lima orang salssi
yang bersesuaian satu dengan laianya itu, dianggap hanya sebagai satu alat bukti saja.
Padaha) untuk mencukupi syazat formal dua alat bukti yang diatur dalam fasal 44 ayat
(2) icrsebut Jiatas, narus ditafsirkan babwa dari kesaksian lima orang saksi tersebut -
telah ditemukan satu alat bukti lain, yaitu pen:njuk. Oengan derikian terpenuhi
persyaralen mimimal dus alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai
persyaratan formal suatu leasus dapat ditingkatkao ketahap penyidikan

Dalam Pasal 183 KUHAP diatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada sesearang kecuali apabila dengan sekutang-kurangpya <lua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Akan tetepi dalam prakeek
persidangan perkare pidana di pengadilan, termasuk perkara korupsi, keterangen
minima! dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan tidak ditemukan alat
bukt lainnya termasuk keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan dan

ketexangan salsi tersebut dipandang valid oleh hakirn dan hakim yakin akan kesalahan
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